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BUPATI SUMENEP 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATISUMENEP 
NOMOR l'i TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, STPD, 
SALINAN SPPT DAN SURAT:KETERANGAN NJOP 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUM~NEP, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Undang­
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 
5049), perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep 
tentang Tata Cara Tata Cara Penerbitan dan 
Penyampaian SPPT, SKPD, STPD, Salinan SPPT Dan 
Surat Keterangan NJO:p Pajak Bumi Dan Bangunan 
Perdesaan Dan Perkotaan. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Rep1;lblik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua A;tas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indoensia: Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TATA CARA 
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, STPD, 
SALINAN SPPT DAN . SURAT KETERANGAN NJOP 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sumenep. 
3. Bupati adalah Bupati Sumenep. 
4. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset 

Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah 
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten Sumenep. 

5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan 
Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala 
Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelola 
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. 

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, 
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 
dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
Kabupaten Sumenep. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau 
perairan pedalaman dan/ atau laut. 

10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, 
atau NJOP pengganti. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan 
pembayar pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 



12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan U saha Milik N egara 
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

13. Pajak yang terudmg adalah pajak yang harus 
dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam 
Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang terutang kepada Wajib Pajak. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat 
ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar. 

16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang 
selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 
subjek dan objek pajak PBB dengan jelas, benar, 
dan lengkap serta ditandatangani sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

17. Jelas adalah agar penulisan data yang diminta 
dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak 
menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan 
Pemerintah Daerah maupun Wajib Pajak sendiri. 

18. Benar adalah data yang dilaporkan harus sesuai 
dengan data yang se benarnya, seperti luas tanah 
dan/ atau bangunan, tahun dan harga perolehan 
dan seterusnya sesuai dengan kolom­
kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP. 

19. Lengkap adalah semua item yang ada diisi sesuai 
dengan kondisi subjek dan objek 
pajak.Tandatangan adalah tandatangan 
sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk 
pula paraf, teraan atau cap tandatangan atau cap 
paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai 
pengganti tandatangan. 



II 

20. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB yang selanjutnya 
disingkat STPD PBB adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/ atau denda. 

21. Cetak Massal SPPT adalah pencetakan SPPT yang 
dilakukan secara masal dalam wilayah desaJ 
kelurahan tertentu. 

22. Fasilitas Umum adalah objek pajak milik 
pemerintah yang .diadministrasikan dalam basis 
data PBB. 

BAB II 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG 

Bagian Kesatu 
Penerbitan SPPT, STPD DAN SKPKB PBB-P2 

Pasa12 

(1) SPPT PBB-P2 diterbitkan pada setiap tahun pajak. 
(2) Kepala Badan berwenang untuk menerbitkan SPPT, 

PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPD PBB-P2. 
(3) Penerbitan SPPT berdasarkan data yang tersedia 

pada basis data di SISMIOP dan/ atau Badan 
Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 
dan/ atau berdasarkan SPOP hasil pendataan dan 
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

(4) SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut : 
a. Apabila SPOP dalam hal pendataan aktif tidak 

disampaikan dalam jangka waktu 30 (Tiga 
puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP 
dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala 
Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran atau; 

h. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan atau 
keterangan lain ternyata jumlah pajak terhutang 
lebih besar dari jumlah pajak yang terhitung 
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib 
Pajak. 

(5) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD 
tidak atau kurang· bayar setelah jatuh tempo 
pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (Dua 
persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 
15 (Lima belas) bulan. 
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Pasa13 

(1) Penerbitan SPPT dilakukan secara massal atau 
secara individu. 

(2) Penerbitan SPPT secara massal dilaksanakan pada 
awal tahun pajak untuk semua objek pajak. 

(3) Penerbitan SPPf secara individu dilakukan atas 
permohonan Wajib Pajak. 

Pasa14 

(1) Penerbitan SPPf secara individu dapat berupa : 
a. SPPf objek pajak baru; 
b. SPPf mutasi; 
c. SPPf pembetulan; atau 
d. SPPf salin an 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan 
petunjuk pengisian SPPf diatur oleh Kepala Badan 
Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah . 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penerbitan :SPPT dan Penyampaian SPPT 

Pasa15 

(1) Tahapan penerbitan dan penyampaian SPPf diatur 
se bagai berikut : 
a. Berdasarkan SPOP Kepala Badan Pendapatan, 

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah menerbitkan 

SPPT. 
b. SPPf PBB-P2 ditetapkan danj atau diterbitkan di 

awal tahun masa pajak secara massal. 
c. SPPf PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan 

ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk. 

d. SPPf PBB-P2 dapat diterbitkan melalui : 
1. Pencetakan massal; 
2. Pencetakan dalam rangka : 

a). Pembuatan salinan SPPf PBB-P2 
b). Penerbitan SPPf PBB-P2 sebagai tindak 

lanjut atas keputusan keberatan, 
pengurangan atau pembetulan; 

c). Tindak lanjut pendaftaran objek pajak 
baru; dan 

d). Mutasi objek danjatau subjek pajak. 



e. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan 
tugas, khususnya yang terkait dengan 
penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan 
dengan: 
1). Cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan 

pajak di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah) dan harus dibubuhi dengan paraf 
Kepala Bidang yang membidangi 

2). Cap dan cetakan tanda tangan untuk ketetapan 
pajak di bawah Rp. 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah) 

f. BPPKAD Mencetak Daftar Himpunan Ketetapan 
Pajak (DHKP) PBB P2. 

g. Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan 
penelitian data SPPT dengan data Daftar 
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). 

h. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh 
petugas BPPKAD dan atau petugas kelurahan. 

i. Wajib Pajak menandatangani tanda bukti 
penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal 
diterima SPPT terse but 

j. Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar 
dalam pelaksanaan penagihan. 

k. Kelurahan / Desa wajib membuat laporan 
penyampaian SPPT melalui Kecamatan secara 
berkala kepada BPPKAD Kabupaten Sumenep. 

1. SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke wajib pajak 
paling lambat tanggal 30 Juni. 

m. SPPT PBB-P2 bukan bukti kepemilikan hak dan 
tidak bisa dipergunakan sebagai dasar 
penyelesaian sengketa tanah. NJOP hanya 
digunakan untuk perhitungan PBB-P2. 

(2) Bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD 

(1) Tahapan penerbitan 
se bagai berikut : 

a. Apabila wajib 
menyampaikan 

Pasa16 

dan Penyampaian SKPD diatur 

pajak 
SPOP 

tidak mengisi dan 
atau berdasarkan 

pemeriksaan atau keterangan lain ternyata 
jumlah PBB-P2 terhutang kurang dibayar, maka 
ketetapan PBB-P2 ditetapka secara jabatan oleh 
Kepala Dinas dengan diterbitkan SKPD. 



b. SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga pUluh) 
hari kerja sejak pemeriksaan selesai. 

c. SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling 
lambat 7 (tujuh)· hari kerja sejak diterbitkan. 

(2) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPTPD 

Pasa17 

(1) Tahapan penerbitan pan penyampaian STPD diatur 
sebagai berikut : 
a. BPPKAD Kabupaten Sumenep menerbitkan STPD 

apabila pajak yang terhutang : 
1. Tidak atau kur{:lng dibayar; 
2. Terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat kesalahan hitung dan atau tulis; dan 
3. Terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat adanya sanksi administrasi berupa 
denda dan atau bunga. 

b. TPD disampaikan kepada wajib pajak ole BPPKAD 
paling lambat 12 (dua be1as) hari kerja sejak 
diterbitkan. 

(2) Bentuk dan isi formulir STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Penyampaian SPPT dan Tanggal Jatuh Tempo 

Pembayaran Pajak 

Pasa18 

(1) Penyampaian SPPT dapat dilakukan secara 
langsung kepada Wajib Pajak atau dapat me1alui 
petugas tingkat Kecamatan, Kelurahan atau 
Desa. 

(2) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti 
penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal 
diterimanya SPPT tersebut. 




































